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PENGUMUMAN fPERATURA!\ PEMER!NTAH

PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK

| “TAHUN ANGGARAN 2015
(Peraturan Menteri Keuangan R.| ‘Nomor 249/PMK 07/2015
tanggal 29 Desember 201 5)

* DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA
* MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menlmbang
a. bahw_a berdasarkan
27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan
* dan-Belanja Negara Tahun Anggaran '201.5 seb-
7 ‘aga,im-ana telah, diubah_dengah; U_ndan‘g‘-Unda'ng
‘Nomor 3 Tahruh' 2015 jo. Peraturan Pféside’n No-

mor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran -

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

2015 telah"ditetapkan rinci-ah Dana Bagi Hasil Pa--

_ jak Tahun Anggaran 2015;
b. bahwa sesuat ketentuan Pas al 5 ayat (4) Per—

aturan Presiden -Nomor 36 Tahun- 2015 tentang :
. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nega- .

ra Tahun Anggaran 2015 jo. Pasal 29 Peraturan
250/PMK.07/2014
tentang Pengalokasian Transfer ke ‘Daerah dan

- Menteri Keuangan Nomor

Dana Desa, perubahan rincian Dana Bagi- Hasil
' Pajak sebagai akibat dari perubahan data ditetap-
‘kan dengan Peraturan Menteri Keuangan;

_'c,.' _'bahwa sehubungan dengan adanya prognosa re-

alisasi penerimaan Pajak Tahun Anggaran 2015
yang mengak_ibat_kan' peruba_hah alokast Dana
Bagi-Hasil Pajak Tahun Anggaran 2015, pertu di-
lakukan perubahan rincian Dana Bagi Hasi_l Pajak
Tahun Anggaran 2015;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,.

perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak
. Tahun Anggaran 2015; -

Mengingat :

Und'énngndang ~ Nomor:-

1. Undanngndang' meor 27 Tahun 2014 tentang
-Anggaran Pendapatan dan Belanja‘ MNegara Tahun
‘Anggaran 2015 {Lembaran Negara Repubhk Indo-
nesia Tahun 2074 Nomor 259 Tambahan Lem-

_ baran Negara ‘Republik Indo_ne_sna Nomor 5593)
Sebagaimana telah diL_lbah dengan Undang-Un-
dang mebr 3 Tahun 2015 lLembaran'Negara
[Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik fndonesia No-
mor 5669); . .

2. Peraturan Presiden Nomor 36 -Tahun 2015 ten-

' tang Rincian Anggaran- Pendapatan da_n Belanja
Negara Tahun Anggaran 2015 {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);

3.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.

: 07/2014 tentang Pengalcokasian Transfer ke Dae-

' rah dan Dana Desa;
- MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERATURAN 'MENTERI KEUANGAN TENTANG PE-
RUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK TA-

~HUN ANGGARAN 2015. "

Pasal 1

{1} Perubahan ringian Dana Bagi Hasil Pajak (DBi—I Pa-

" jak) Tahun Anggaran 2015 terdiri atas:
_a. DBH Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29
Wajlb Pajak Orang Pﬂbadl Dalam Negeri (PPh
Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN) dan Pajak

JF"enghasiIan Pasal 21 (PPh Pasal 21); dan

b.' DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
{2) Perubahan rincian ‘sebagaimana dimaksud pada
ayat- (1). didasarkan atas prognosa realisasi pe-
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PENGUMUMAN PERATURAN PEMERIN

TAH

_nerimaan "PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN

(1)

. b. DBHPPhPasal 21 sebesar Rp22.432.481.664.
' 000,00 [dua puluh dua triliun empat ratus tiga:

2)

(3}
_Pasal 29 WPOPDN dan alokasi lebih. salur DBH |
" PPh Pasal 25 dan Pasal 20 WPOPDN sebagaima-
na dlmaksud pada ayat (1) dan . ayat {2) untuk . ;
masing- masing daerah tercantum- dalam Lampi-
ran | yang merupakan bagian tidak terplsahkan

(4

PPh Pasal 21 dan. PBB.

Pasal 2
Perubahan rincian DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29
WPOPDN dan PPh Pasa! 21 Rp23.780. 065.007.

000,00 (dua dltetapkan sebesar puluh tiga triliun
- tujuh ratus delapan puluh mallar enam puluh lima_

juta tujub ribu ruplah} dengan rincian sebagai
berikut:

'a. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN

sebesar Rp1.347.583.343.000,00 {satu tril-
Jdun tiga ratus empat puluh tujuh miliar lima
ratus defapan pulub tiga juta tiga ratus- e,mpat
puluh tlga ridu rupiah); dan

" puluh dua miliar empat ratus delapan puluh
satu juta enam ratus enam puluh empat nbu
rupiah).

Alokasi lebih salur DBH PPh Pasal 25 dan Pasal |
29 WPOPDN dan PPh .Pasal 21 ditetapkan sebe- -

sar Rp7.407.557.000,00 {tujuh- miliar empat

‘ratus tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu

rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

‘a. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN

sebesar Rp180.129. 200,00 (seratus delapan
puluh juta seratus dua puluh semblian ribu
dua ratus rupish); dan- '

b. ‘DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp7. 227 427 800,

00 (tujuh mrllar dua. ratus dua puluh tujub juta
empat ratus dua puluh tLI]Uh ribu delapan ra-

tus ruprah)
Perubahan rincian DBH PPh Pasal 25 dan’ PPh

dari Peraturan Menteri ini.

Perubahan rmt:lan DBH PPh Pasal 21 dan alo—

kasi lebih salur DBH PPh Pasal 21 sebagalmana

~ dimaksud pada ayat t1) dan ayat {2) untuk ma-

s:ng masing daerah tercantum dalam Lampiran

" It yang merupakan bag:an tidak terpisahkan dari

{T}

{3)

" Peratiran Menteri ini. -

: Pasal 3 :
Perubahan rmcaan DBH PEB dltetapkan sebesar
Rp24.277.127.259.000,00 {dua puluh empat
triliun tdua ratus tujuh pu!uh tu;uh miliar seratus
dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh sembl

lan ribu: ruplahJ yarig terdiri atas:
~a. Perubahan rincian DBH PBB bagian Pemerin-

- tah Pusat yang dlbaglkan kepada seluruh ka-
‘ bupatenfkota
1} DBH PBB bagian Pemerintah Pusat yang di
bagikan secara merata kepada seluruh ka-
bupaten/kota; dan '

-2} DBH PBB Pemerintah Pusat yang dlbaglkan‘,

sebagai insentif kepada kabupaten!kota

b. Perubahan rincian DBH PBB bagaan prownsn’

. kabupaten/kota: dan -

" ¢. Perubahan ringian. Biaya Pemungutan PBB.
(2)

Perubahan rincian. DBH PBB bagian Pemerintah
Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a tercantum dalam Lémpiran ill yang merupakan

|n|'.

Perubahan rincian DBH PEB bagian prownstlkabu—
paten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang meru-

' pakan baglan t!dak terplsahl(an dari Peraturan

" Menteri i ini.

(4.

{1}

(2)
o bagai dasar penyusunan revisi DIPA dan penyal-

.

Perubahan rincian Biaya Pemungutan PBB seb-'

agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercan-
tum dalam Lampiran V yang merupakan __baglan

t_idak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4
Alokasi lebih salur merupakan selisih {ebih antara
perubahan rmcnan dibandingkan dengan peny—

~ aluran trlwulan 1 sampen dengan tnwulan Hi TA

2015 .
Perubahan rincian dan lebih salur digunakan se-

_uran Triwulan V.

Pasal 5

Penvafuran alokasn DBH PPh Pasal 25 dan Pasal
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bagian tidak_terpisahkah dari Peraturan Menteri |
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28 WPO PDN, PPh Pasa{ 21 dan PBB Tahun Ang-
garan_ 2015 dllgksanakan sesum dengan kEten
'tuan peraturan perundang undangan
Dalam rangka pengendahan pelaKSanaan APEN
dengan memperttmbangkan kapasnas f:ska{ dae

{2)

- rah, penyaluran DBH:PPh Pasal 25 dan. Pasal 29 i
WPO PD N dan PPh- Pasai 21 dan- PBB- trlwuian 1
IV .dapat dilakukan penundaan palmg 'tmggl 1 ¢

- 0% lseratus per seratus} dan alokasn sebaganma—'
‘na dlmaksud dalam Peraturan Menteri ini; setelah

~ dikurangi dengan reahsam penvalu?’an tnwuian !_ o

_ triwulan |l dan tnwulan III
(3).

- ‘tahln anggaran benkutnva
‘ PasalB e

gal diundangkan. - :
- Agar set|ap orang mengetahumya, memenn-

tahkan pengundangan Peraturan Menten i dengan 1

- I

Penundaan penyaluran DBH PPh Pasal 25 darL

Pasal 29 WPOPDN dan PPh Pasal ‘21 dan DBH- :f
PEB sabagatmana dimaksud- pada ayat (2); ekan | .
' ~d|perh1tungkan sete]ah aiokasx kurang bayar, DBH:_ LR s
' PPh Pasal 26 dan Pasal 28 WPOPD'N dan PPh
-,Pasal 21 dan DBH PBB dltetapkan dalam APBN

Peraturan Menten im mulal berlaku pada tang— .

penempatannya dalam Banta Negara Flepubhk Indo-
nesxa S \ - :

g Dltetapkan dl Jakarta SR
pada tanggai 29. Desember 2015 -
MENTEH’i KEUANGJ“\N HEPUBHK INDONESIA
: .' ‘ttd. :
e BAMBANG P S BRGBJDNEGDHO

Dlundangkan dl Jakafta '
Pada tanggal 29 Desember 201 5
DIREKTUR JENDERAL "
_ PERATURAN PEHUNDANG-UNDANGAN
--KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK' ASASI MANUSiA
' REPUBLH( INDONESIA R
o td. S
' wmooe EKATJAHJANA -

7 BERITA NEGAHA REPUBLIK INBDNES{A
,' ; - TAHUN 2015 Nomomsn

Catatan Redhkm : :
Karena Afasan Tekms, Lamplran Tldak Dlmuat
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